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 BAB IV  

PENUTUP 

 

Pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, selain itu penulis juga 

memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat demi kebaikan dan 

kemajuan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga 

pemerintahan yang berfungsi menyediakan jasa informasi statistik. Didalam 

kegiatan operasional Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 

membutuhkan pengelolaan anggaran. 

b. Pengelolaan tak bisa lepas dari manajemen yang berarti rangkaian kegiatan 

koordinasi yang dilakukan oleh manusia meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Sehingga dengan pengelolan yang baik suatu kegiatan akan lebih 

efisien dan terarah serta menghindari penyimpangan. 

c. Anggaran belanja yaitu siklus bagi perusahaan atau lembaga untuk membantu 

memberikan gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk 

mewujudkan kegiatan yang telah dimonitori oleh pusat pertanggungjawaban 

sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisasi. 

d. Didalam kegiatan operasional Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 

membutuhkan pengelolaan anggaran belanja yang pelaksanaannya terdiri dari 

tiga program generik yaitu program penyediaan pelayanan informasi statistik 

(PPIS), Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

(DMPTTL), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

(PSPA).Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS 

bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik 
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yang ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, 

serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah. 

Sasaran program peningkatan sarana dan prasarana adalah tersedianya sarana 

dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi BPS di Daerah 

yang memadai. 

e. Pengelolaan anggaran belanja membutuhkan tahapan dan fungsi yaitu 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan 

(directing), Pengawasan (Controlling) agar anggaran yang lebih efisien serta 

mengurai resiko penyelewengan. 

f. Dalam organisasi pengelolaan anggaran PSPA Badan Pusat Statistik terdiri 

dari beberapa fungsi pelaksana yaitu, Pengguna Anggaran (PA),Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), Pelaksana Komponen (PK), Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK), Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar 

(PPSPM), Pokja/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia/ Pejabat 

Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara 

Pengeluar dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

B. Saran 

Untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan anggaran belanja, Berikut 

ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan demi kebaikan dan kemajuan 

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah:  

a.  Secara umum pengelolaan anggaran belanja yang telah dilaksanakan oleh 

Badan pusat statistik Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan pedoman dan 

peraturan yang ditetapkan oleh BPS RI untuk daerah. 

b.  Sebaiknya dalam kegiatan pengelolaan anggaran belanja Badan Pusat Statistik 

Provinsi Jawa Tengah, antar fungsi pelaksana lebih terorganisir dan terjalin 

komunikasi yang lebih baik. 

c.  Dalam proses pengawasan dan evaluasi lebih jika terjadi suatu hambatan 

untuk segera diselesaikan secepatnya secara bersama agar tidak menghambat 

kinerja. 
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